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Abstract. This study examines the use of governmental discretion and the indication of abuse of authority in the
national Chromebook procurement policy implemented by the Ministry of Education, Culture, Research, and
Technology during the Covid-19 pandemic. The research aims to analyze the legal boundaries of administrative
discretion, the implementation of the General Principles of Good Governance (AUPB), and the legal
accountability of public officials from the perspective of administrative and constitutional law. This study employs
normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the
Chromebook procurement policy potentially violated several principles of AUPB, particularly legal certainty,
prudence, transparency, public interest, and the prohibition of abuse of authority. In addition, the study reveals
that administrative accountability must be distinguished from criminal liability to avoid the criminalization of
public policy. Therefore, the supervision of governmental discretion and administrative accountability
mechanisms must be strengthened to ensure good governance and the protection of democratic rule of law
principles.
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Abstrak. Penelitian ini mengkaji penggunaan diskresi pemerintahan dan dugaan penyalahgunaan wewenang
dalam kebijakan pengadaan Chromebook nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi pada masa pandemi Covid-19. Penelitian bertujuan menganalisis batas penggunaan diskresi
administratif, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta parameter
pertanggungjawaban hukum pejabat publik dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum tata negara.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan Chromebook
berpotensi bertentangan dengan prinsip AUPB, khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan,
kepentingan umum, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, penelitian menemukan bahwa
pertanggungjawaban administratif perlu dibedakan dari pertanggungjawaban pidana agar tidak menimbulkan
kriminalisasi kebijakan publik. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap penggunaan diskresi pemerintahan dan
mekanisme akuntabilitas administratif perlu diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta
perlindungan terhadap prinsip negara hukum demokratis.

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik; Diskresi; Good Governance; Hukum Administrasi; Penyalahgunaan
Wewenang.
1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi agenda strategis negara,
termasuk di sektor pendidikan (Jelita et al., 2025). Pada masa pandemi Covid-19, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melaksanakan program digitalisasi pendidikan
melalui pengadaan laptop Chromebook bernilai triliunan rupiah guna mendukung
pembelajaran jarak jauh. Namun, kebijakan tersebut kemudian menimbulkan kontroversi
hukum setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan penyimpangan yang berpotensi

menimbulkan kerugian negara dan mengarah pada penyalahgunaan kewenangan pejabat

Naskah Masuk: 06 April 2026; Revisi: 18 Mei 2026; Diterima: 16 Juni 2026; Terbit: 20 Juni 2026


https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.701
https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.701
https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI
mailto:ruslijalil@unkhair.ac.id
mailto:syantomh343@gmail.com
mailto:wieyatni24@gmail.com
mailto:ruslijalil@unkhair.ac.id

Retorika Kepentingan Publik dan Deviasi Diskresi dalam Pengadaan Chromebook Nasional

pemerintahan (Kompas.com, 2025). Kasus ini mendapat perhatian luas karena melibatkan
pejabat tinggi negara dan berkaitan dengan penggunaan diskresi dalam kebijakan strategis
nasional (Hukumonline, 2025). Pengadaan Chromebook diduga tetap dilaksanakan meskipun
terdapat kajian internal yang menyatakan perangkat berbasis Chrome OS kurang efektif di
daerah dengan keterbatasan akses internet. Selain itu, muncul dugaan pengondisian spesifikasi
teknis yang mengarah pada sistem tertentu sehingga berpotensi melanggar prinsip persaingan
sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Bisnis.com, 2026). Kondisi tersebut
menunjukkan adanya persoalan mengenai batas penggunaan kewenangan diskresioner dalam
kebijakan publik. Secara normatif, penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan asas
legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Setiap keputusan
dan tindakan pejabat pemerintahan wajib dilaksanakan secara cermat, tidak menyalahgunakan
wewenang, serta mengedepankan asas kemanfaatan, kepentingan umum, profesionalitas, dan
akuntabilitas. Pengadaan barang dan jasa pemerintah juga harus memenuhi prinsip efisiensi,
efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika
kewenangan digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Philipus M. Hadjon
menegaskan bahwa penggunaan kewenangan harus berada dalam koridor asas legalitas dan
prinsip good governance guna mencegah tindakan sewenang-wenang (Philipus M. Hadjon
dkk., Hukum Administrasi dan Good Governance, 2012). Ridwan HR juga menyatakan bahwa
diskresi bukanlah kebebasan absolut, melainkan tetap dibatasi oleh hukum, kepentingan
umum, dan prinsip proporsionalitas (Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 2020).
Secara akademis, konsep penyalahgunaan wewenang telah berkembang pasca
berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yulius menjelaskan bahwa
penyalahgunaan wewenang tidak lagi hanya dipahami dalam perspektif pidana, tetapi juga
sebagai pelanggaran administrasi yang dapat diuji melalui mekanisme hukum administrasi
negara (Yulius, 2015). Enrico Parulian Simanjuntak menambahkan bahwa pengujiannya harus
mempertimbangkan tujuan pemberian kewenangan, prosedur penggunaan kewenangan, serta
kesesuaiannya dengan AUPB (Simanjuntak, 2018). Oleh karena itu, kebijakan pengadaan
Chromebook relevan dikaji untuk menilai apakah masih berada dalam koridor diskresi
administratif atau telah bergeser menjadi penyalahgunaan kewenangan. Permasalahan hukum
muncul karena adanya kesenjangan antara norma yang menghendaki pemerintahan akuntabel

dan praktik kebijakan yang diduga mengandung penyimpangan administratif. Meskipun
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peraturan telah mengatur mekanisme pengadaan secara transparan dan kompetitif, dalam
praktiknya muncul dugaan pengondisian spesifikasi teknis yang mengarah pada vendor atau
sistem tertentu. Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, dan Lukman menyebutkan bahwa
penyalahgunaan wewenang sering muncul melalui tindakan yang secara formal tampak sah
tetapi secara substansial menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan (Jiwantara, Hasanah,
dan Lukman, 2022). Selain itu, terdapat persoalan mengenai batas pertanggungjawaban pejabat
pemerintahan ketika kebijakan yang dibuat atas nama kepentingan publik justru menimbulkan
kerugian negara. Keadaan tersebut menunjukkan adanya legal gap antara konsep diskresi
dalam hukum administrasi negara dan implementasi kewenangan pejabat publik. Apabila tidak
dikaji secara akademis, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap
tata kelola pemerintahan dan sistem ketatanegaraan. Dari aspek hukum administrasi, lemahnya
pengawasan terhadap penggunaan kewenangan dapat memicu maladministrasi dan abuse of
power. Sobirin Malian menjelaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak hanya
menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak legitimasi pemerintahan dan
menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Sobirin Malian, 2020). Dari aspek
ketatanegaraan, Kketidakjelasan batas antara kesalahan kebijakan (beleidfout) dan
penyalahgunaan wewenang berpotensi memunculkan kriminalisasi kebijakan publik yang
menghambat efektivitas pengambilan keputusan pemerintahan. Meskipun penelitian mengenai
penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa telah banyak dilakukan,
sebagian besar masih berfokus pada hukum pidana korupsi dan unsur kerugian negara. Kajian
yang secara khusus menelaah persoalan tersebut dari perspektif hukum administrasi negara dan
hukum tata negara, terutama terkait diskresi, penyalahgunaan wewenang, dan batas
pertanggungjawaban konstitusional pejabat publik dalam kebijakan strategis nasional, masih
relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji kasus
pengadaan Chromebook tidak hanya sebagai persoalan tindak pidana korupsi, tetapi juga
sebagai problematika administrasi pemerintahan dan penggunaan kekuasaan negara.
Penelitian ini difokuskan pada analisis penggunaan kewenangan pemerintahan dalam
kebijakan pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi melalui pendekatan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Kajian
diarahkan pada konsep penyalahgunaan wewenang, diskresi pemerintahan, penerapan AUPB,
serta batas pertanggungjawaban pejabat publik dalam kebijakan strategis nasional dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan uraian
tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis hukum mengenai batas

penggunaan diskresi pemerintahan dalam negara hukum demokratis serta berkontribusi
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terhadap pengembangan hukum administrasi negara terkait parameter penyalahgunaan
wewenang dan hubungan antara kebijakan pemerintahan dengan pertanggungjawaban hukum

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep negara hukum (rechtstaat) merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan
Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam
negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan tidak boleh dilakukan
secara sewenang-wenang. Julius Stahl menyebutkan bahwa negara hukum ditandai oleh
perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-
undang, dan peradilan administrasi negara sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan
pemerintah (Asshiddigie, 2010). Konsep ini berkembang menjadi constitutional governance
yang menekankan pembatasan kekuasaan dan akuntabilitas pemerintahan sehingga relevan
digunakan untuk menilai legalitas penggunaan kewenangan dalam kebijakan pengadaan
Chromebook. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan dasar legal tindakan
pemerintahan yang diperolen melalui atribusi, delegasi, dan mandat dengan konsekuensi
pertanggungjawaban yang berbeda (Hadjon dkk., 2012). Penggunaan kewenangan tidak hanya
harus memenuhi legalitas formal, tetapi juga sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan dan
kepentingan umum. Menurut Ridwan HR, penyalahgunaan kewenangan terjadi apabila
kewenangan digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya atau untuk kepentingan di
luar kepentingan publik (Ridwan HR, 2020). Oleh karena itu, teori kewenangan digunakan
untuk menilai apakah kebijakan pengadaan Chromebook masih berada dalam koridor
kewenangan administratif.

Diskresi pemerintahan (freies ermessen) merupakan kebebasan bertindak pejabat
pemerintahan ketika peraturan belum mengatur secara jelas atau terdapat keadaan mendesak
yang memerlukan tindakan cepat (Asfariyani et al., 2025). Diskresi sebagai konsekuensi
welfare state berfungsi mengatasi keterbatasan asas legalitas, namun penggunaannya tetap
dibatasi oleh hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Ansori, 2015;
Fagihisyam et al., 2025). Penggunaan diskresi juga harus didasarkan pada alasan objektif,
bebas konflik kepentingan, serta tidak bertentangan dengan prinsip good governance maupun
peraturan perundang-undangan (Andi et al., 2025; Budianta, 2016). Tanpa pengawasan dan
pertanggungjawaban yang memadai, diskresi berpotensi menimbulkan abuse of power. Teori
penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) menjelaskan penggunaan kewenangan

yang tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan undang-undang. Pasca berlakunya Undang-
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Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan
wewenang tidak hanya dipahami dalam perspektif hukum pidana, tetapi juga sebagai
pelanggaran administrasi yang dapat diuji melalui mekanisme hukum administrasi negara
(Yulius, 2015). Pengujiannya harus mempertimbangkan tujuan penggunaan kewenangan,
prosedur tindakan pemerintahan, dan kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik (Simanjuntak, 2018). Selain itu, penyalahgunaan kewenangan dalam hukum
administrasi berbeda dengan hukum pidana korupsi karena lebih menitikberatkan pada cacat
kewenangan, prosedur, dan substansi tindakan pemerintahan (Baihaki, 2023). Teori ini
digunakan untuk menganalisis dugaan pengondisian spesifikasi teknis dan penggunaan
kewenangan menteri dalam kebijakan pengadaan Chromebook.

Konsep good governance menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan,
partisipatif, efektif, efisien, akuntabel, dan berdasarkan supremasi hukum (Liya et al., 2025).
Menurut Pratikno, konsep ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan pemerintahan
demokratis yang menjamin akuntabilitas negara dalam pengelolaan kekuasaan publik
(Pratikno, 2005). Simon Mote menambahkan bahwa good governance menuntut transparansi,
efektivitas, efisiensi, dan orientasi pada kepentingan publik dalam setiap kebijakan
pemerintahan (Mote, 2020). Dalam konteks pengadaan Chromebook, teori ini digunakan untuk
menilai transparansi dan akuntabilitas kebijakan digitalisasi pendidikan. Selanjutnya, teori
pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi digunakan untuk membedakan
tanggung jawab institusi dengan tanggung jawab individual pejabat pemerintahan. Muchsan
menjelaskan bahwa pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila tindakannya
mengandung unsur maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan melawan
hukum oleh penguasa (Muchsan, 2007). Dengan demikian, teori ini penting untuk
membedakan  kesalahan  administratif, kesalahan  kebijakan  (beleidfout), dan

pertanggungjawaban pidana dalam kasus pengadaan Chromebook.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang
mengkaji norma, asas, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan untuk menemukan
aturan, prinsip, serta doktrin hukum sebagai jawaban atas isu yang diteliti. Menurut Peter
Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki,
2021). Penelitian ini difokuskan pada analisis dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam

kebijakan pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
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Teknologi melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan
perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk
menganalisis konsep penyalahgunaan wewenang, diskresi pemerintahan, Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan pertanggungjawaban pejabat publik.
Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji
pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide yang
melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu penelitian (Ibrahim,
2019).

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus melalui analisis terhadap
dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dengan menelaah fakta,
kronologi, dan argumentasi hukum yang berkembang dalam proses penegakan hukum.
Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, pendekatan kasus bertujuan mempelajari
penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik, khususnya pada kasus yang relevan
dengan objek penelitian (Fajar & Achmad, 2017). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan
(library research). Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa studi kepustakaan merupakan teknik
pengumpulan data melalui penelaahan bahan pustaka guna memperoleh landasan teoritis dan
konseptual yang relevan dengan penelitian hukum (Soekanto & Mamudji, 2018). Analisis
bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui interpretasi
dan pengaitan norma, asas, teori, serta fakta hukum yang relevan, menggunakan penalaran
deduktif dari ketentuan umum menuju persoalan khusus yang menjadi objek penelitian.
Menurut Zainuddin Ali, analisis kualitatif dalam penelitian hukum dilakukan dengan
menguraikan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang
diteliti (Ali, 2021). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis batas penggunaan
diskresi  pemerintahan,  parameter  penyalahgunaan  wewenang, dan  bentuk

pertanggungjawaban pejabat publik dalam kebijakan pengadaan Chromebook di Indonesia.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Diskresi Pemerintahan dan Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat
Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara di
Indonesia

Diskresi pemerintahan merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan modern, terutama dalam konsep welfare state yang menempatkan pemerintah
sebagai pihak yang aktif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam praktik
ketatanegaraan, tidak seluruh persoalan pemerintahan dapat diatur secara rinci melalui
peraturan perundang-undangan, sehingga pejabat pemerintahan diberikan ruang kebebasan
bertindak untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu demi kepentingan umum.
Kebebasan bertindak tersebut dikenal sebagai diskresi atau freies ermessen dalam hukum
administrasi negara. Meskipun demikian, penggunaan diskresi tetap harus berada dalam
koridor negara hukum dan tidak boleh dijadikan instrumen penyalahgunaan kekuasaan oleh
pejabat publik. Secara konstitusional, konsep negara hukum di Indonesia ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut ialah
seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan
secara yuridis. Jimly Asshiddigie menjelaskan bahwa negara hukum modern tidak hanya
menempatkan hukum sebagai alat pembatas kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen
pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh organ pemerintahan (Asshiddigie, 2010).
Oleh sebab itu, kewenangan pemerintahan tidak dapat digunakan secara absolut karena setiap
tindakan pejabat publik harus tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan
hak warga negara.

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan dasar legal bagi pejabat
pemerintahan untuk melaksanakan tindakan pemerintahan. Philipus M. Hadjon menjelaskan
bahwa kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat yang masing-masing
memiliki konsekuensi hukum berbeda terhadap pertanggungjawaban pejabat pemerintahan
(Hadjon dkk., 2012). Kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli yang diberikan
langsung oleh undang-undang kepada pejabat atau organ pemerintahan, sedangkan delegasi
merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat di
bawahnya. Adapun mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa
mengalihkan tanggung jawab kepada penerima mandat. Penggunaan kewenangan
pemerintahan dalam praktik administrasi negara tidak hanya dinilai berdasarkan aspek

formalitas hukum, tetapi juga harus memperhatikan tujuan pemberian kewenangan tersebut.
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Dalam konteks ini, hukum administrasi mengenal konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik (AUPB) sebagai standar etis dan yuridis bagi pejabat pemerintahan dalam
menjalankan kewenangannya. Ketentuan mengenai AUPB diatur dalam Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi asas
kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan
wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. AUPB berfungsi
sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintah agar tidak melahirkan tindakan
sewenang-wenang atau abuse of power.

Diskresi pemerintahan dalam sistem hukum Indonesia diatur secara eksplisit dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 9
undang-undang tersebut menyatakan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret
yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan perundang-undangan
memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau terdapat stagnasi
pemerintahan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa diskresi bukanlah bentuk kebebasan
absolut pejabat publik, melainkan instrumen administratif yang digunakan untuk menjamin
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Lutfil Ansori, pengaturan diskresi dalam
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan bentuk pembatasan terhadap
penggunaan freies ermessen agar tidak berkembang menjadi tindakan penyalahgunaan
kewenangan oleh pejabat publik (Ansori, 2015). Sehingga, penggunaan diskresi harus
memenuhi syarat tertentu, antara lain sesuai tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, dilakukan berdasarkan alasan objektif,
tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik. Ketentuan tersebut
menegaskan bahwa penggunaan diskresi tetap berada dalam pengawasan hukum administrasi
negara.

Meskipun diskresi diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, praktik
penggunaan diskresi sering kali menimbulkan persoalan hukum ketika pejabat pemerintahan
menggunakan kewenangannya secara melampaui batas atau tidak sesuai tujuan pemberian
kewenangan. Dalam hukum administrasi negara, tindakan tersebut dikenal sebagai
penyalahgunaan wewenang atau detournement de pouvoir. Konsep detournement de pouvoir
berasal dari hukum administrasi Prancis yang mengandung pengertian bahwa suatu
kewenangan digunakan untuk tujuan lain di luar tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan. Yulius menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam hukum

administrasi negara tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran prosedur, tetapi juga
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menyangkut penyimpangan tujuan penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan
(Yulius, 2015). Oleh sebab itu, suatu tindakan pemerintahan dapat dianggap sebagai
penyalahgunaan wewenang apabila kewenangan tersebut digunakan demi kepentingan pribadi,
kelompok tertentu, atau tujuan lain di luar kepentingan umum. Dalam konteks hukum
administrasi modern, penyalahgunaan wewenang dipahami sebagai bentuk maladministrasi
yang dapat diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

Pengaturan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang secara tegas diatur dalam
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang
menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan
wewenang. Selanjutnya, Pasal 18 menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang meliputi
tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-
wenang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum administrasi negara Indonesia telah
memberikan parameter normatif mengenai batas penggunaan kewenangan pejabat
pemerintahan. Enrico Parulian Simanjuntak menjelaskan bahwa pengujian terhadap ada atau
tidaknya penyalahgunaan wewenang harus dilakukan melalui pendekatan administrasi negara
dengan menilai tujuan penggunaan kewenangan, kesesuaian prosedur, dan kepatuhan terhadap
AUPB (Simanjuntak, 2018). Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang tidak dapat semata-
mata diukur dari adanya kerugian negara, tetapi juga harus dilihat dari aspek legalitas dan
legitimasi tindakan pemerintahan. Perspektif ini penting untuk membedakan antara kesalahan
administratif, kesalahan kebijakan (beleidfout), dan tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif hukum tata negara, pengaturan mengenai diskresi dan penyalahgunaan
kewenangan juga berkaitan dengan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh presiden dan para menteri sebagai
pembantu presiden tetap harus tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan negara. Jimly
Asshiddigie menjelaskan bahwa pembatasan kekuasaan merupakan ciri utama negara
demokrasi konstitusional agar kekuasaan tidak digunakan secara otoriter atau melanggar
prinsip negara hukum (Asshiddigie, 2010). Oleh sebab itu, tindakan pejabat publik yang
menggunakan kewenangan secara melampaui batas dapat dipandang sebagai bentuk
penyimpangan konstitusional terhadap prinsip pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.
Selain itu, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pejabat publik juga menjadi bagian
penting dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia. Muchsan menjelaskan bahwa
pejabat pemerintahan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan yang dilakukannya
mengandung unsur maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan melawan

hukum oleh penguasa (Muchsan, 2007). Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum
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pejabat publik tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mencakup
pertanggungjawaban administratif dan etis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai
diskresi pemerintahan dan penyalahgunaan kewenangan pejabat publik dalam sistem hukum
Indonesia pada dasarnya telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan, prinsip negara hukum, dan konsep Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik. Diskresi diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk menjamin
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi penggunaannya tetap dibatasi oleh hukum
dan kepentingan umum. Oleh sebab itu, setiap tindakan pejabat publik yang menggunakan
kewenangan secara melampaui batas atau menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan
dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan

prinsip hukum administrasi negara dan hukum tata negara di Indonesia.

Analisis Penggunaan Kewenangan dan Penerapan Diskresi Pemerintahan dalam
Kebijakan Pengadaan Chromebook Ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
Baik (AUPB)

Kebijakan pengadaan laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan nasional yang
dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut pada awalnya dimaksudkan
untuk mendukung pembelajaran jarak jauh melalui penyediaan perangkat teknologi informasi
bagi satuan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam perspektif hukum administrasi
negara, kebijakan tersebut merupakan bentuk tindakan pemerintahan yang lahir dari
penggunaan kewenangan administratif dan diskresi pejabat publik dalam kondisi tertentu.
Namun, dalam perkembangannya, kebijakan pengadaan Chromebook menimbulkan
kontroversi hukum setelah muncul dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan
barang dan jasa pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara serta mengarah
pada penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintahan (Kompas.com, 2025). Secara
normatif, penggunaan kewenangan pemerintahan dalam kebijakan publik harus didasarkan
pada prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Ketentuan
mengenai AUPB diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan,
ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan
umum, dan pelayanan yang baik. Menurut Philipus M. Hadjon, AUPB berfungsi sebagai

instrumen etik sekaligus instrumen yuridis yang membatasi penggunaan kewenangan
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pemerintahan agar tidak melahirkan tindakan sewenang-wenang oleh pejabat publik (Hadjon
dkk., 2012). Oleh karena itu, setiap tindakan administrasi pemerintahan harus selalu diuji
berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip AUPB.

Dalam konteks pengadaan Chromebook, penggunaan kewenangan pemerintahan pada
dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan diskresi administratif. Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan
bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk mengatasi
persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan
perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas,
dan/atau terjadi stagnasi pemerintahan. Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah memang
dihadapkan pada situasi darurat yang menuntut percepatan pengambilan keputusan dalam
bidang pendidikan, termasuk penyediaan sarana pembelajaran berbasis teknologi digital.
Namun demikian, penggunaan diskresi tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan absolut pejabat
pemerintahan. Ridwan HR menegaskan bahwa diskresi tetap harus dilaksanakan berdasarkan
tujuan pemberian kewenangan, kepentingan umum, dan prinsip proporsionalitas agar tidak
berkembang menjadi penyalahgunaan kekuasaan (Ridwan HR, 2020). Dalam konteks ini,
kebijakan pengadaan Chromebook perlu dianalisis apakah penggunaan diskresi tersebut benar-
benar dilakukan demi kepentingan pendidikan nasional atau justru mengandung tindakan
administratif yang menyimpang dari tujuan kewenangan pemerintahan.

Ditinjau dari asas kepastian hukum, kebijakan pengadaan Chromebook seharusnya
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan
barang dan jasa pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan
berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas.
Akan tetapi, berdasarkan fakta yang berkembang dalam proses penegakan hukum, muncul
dugaan bahwa pengadaan Chromebook dilakukan melalui pengondisian spesifikasi teknis
tertentu yang mengarah pada penggunaan sistem operasi tertentu secara eksklusif (Bisnis.com,
2026). Apabila dugaan tersebut terbukti, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip
persaingan sehat dan asas kepastian hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain asas kepastian hukum, kebijakan pengadaan Chromebook juga perlu dianalisis
berdasarkan asas kecermatan. Asas kecermatan menghendaki agar setiap keputusan dan
tindakan pejabat pemerintahan dilakukan secara teliti, hati-hati, dan berdasarkan pertimbangan

objektif. Dalam praktiknya, muncul informasi bahwa sebelumnya terdapat hasil kajian internal
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yang menyatakan perangkat Chromebook kurang efektif digunakan di daerah dengan
keterbatasan akses internet. Akan tetapi, kebijakan pengadaan tetap dilaksanakan dalam jumlah
besar tanpa mempertimbangkan secara optimal kondisi infrastruktur digital di berbagai daerah
di Indonesia (Kompas TV, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya dugaan bahwa
tindakan pemerintahan tidak dilaksanakan secara cermat dan tidak sepenuhnya memperhatikan
efektivitas kebijakan publik yang akan diterapkan.

Menurut S.F. Marbun, asas kecermatan dalam hukum administrasi negara bertujuan
mencegah lahirnya keputusan pemerintahan yang merugikan masyarakat akibat tindakan
pejabat yang tergesa-gesa atau tidak didasarkan pada kajian yang memadai (Marbun, 2013).
Oleh sebab itu, apabila suatu kebijakan publik diambil tanpa mempertimbangkan fakta empiris
dan kebutuhan riil masyarakat, maka tindakan tersebut dapat dipandang bertentangan dengan
prinsip kecermatan dalam AUPB. Kebijakan pengadaan Chromebook juga relevan dianalisis
berdasarkan asas keterbukaan dan asas kepentingan umum. Asas keterbukaan menghendaki
agar proses pengambilan keputusan pemerintahan dilakukan secara transparan dan
memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat. Sementara itu, asas
kepentingan umum mengharuskan setiap kebijakan pemerintahan diarahkan untuk
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Dalam kasus pengadaan
Chromebook, muncul kritik publik terkait minimnya transparansi dalam penentuan spesifikasi
teknis dan mekanisme pengadaan barang yang dilakukan pemerintah. Selain itu, efektivitas
penggunaan Chromebook dalam mendukung pembelajaran di daerah dengan keterbatasan
internet juga dipertanyakan oleh berbagai kalangan masyarakat dan akademisi. Dalam
perspektif hukum administrasi negara, tindakan pemerintahan yang tidak transparan dan tidak
berorientasi pada kepentingan umum dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi.
Menurut Indroharto, maladministrasi merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang
dilakukan secara melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk
tujuan lain, atau mengabaikan kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat
pemerintahan (Indroharto, 2002). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, apabila kebijakan
pengadaan Chromebook terbukti dilakukan tanpa transparansi dan tidak memperhatikan
kebutuhan riil masyarakat, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip
good governance dan AUPB.

Lebih lanjut, kebijakan pengadaan Chromebook juga perlu dianalisis berdasarkan asas
tidak menyalahgunakan wewenang. Dalam hukum administrasi negara, penyalahgunaan
wewenang terjadi apabila pejabat pemerintahan menggunakan kewenangannya tidak sesuai

tujuan pemberian kewenangan atau digunakan untuk kepentingan lain di luar kepentingan

129 Jurnal Multidisiplin Indonesia - Volume 4, Nomor 2, Juni 2026



E-ISSN.: 2986-7541; P-ISSN.: 2986-7533, Hal. 118-137

umum. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
secara tegas melarang pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang. Ketentuan tersebut
diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman
Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang yang memberikan parameter
pengujian terhadap tindakan pejabat pemerintahan. Enrico Parulian Simanjuntak menjelaskan
bahwa pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang harus dilakukan dengan melihat tujuan
penggunaan kewenangan, prosedur tindakan pemerintahan, dan kesesuaiannya dengan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Simanjuntak, 2018). Dalam konteks pengadaan
Chromebook, penggunaan kewenangan pemerintahan dapat dianggap menyimpang apabila
kebijakan tersebut lebih mengutamakan kepentingan tertentu dibandingkan kepentingan
pendidikan nasional secara objektif. Selain itu, penggunaan diskresi pemerintahan dalam
pengadaan Chromebook juga menimbulkan persoalan mengenai batas antara kesalahan
kebijakan (beleidfout) dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hukum administrasi negara,
tidak semua kebijakan yang gagal atau tidak efektif dapat langsung dikategorikan sebagai
tindak pidana korupsi. Muchsan menjelaskan bahwa suatu tindakan pemerintahan baru dapat
dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan,
itikad buruk, atau tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan (Muchsan, 2007). Oleh
sebab itu, penting untuk membedakan antara kebijakan publik yang keliru karena faktor
administratif dengan tindakan yang secara sengaja menyimpang dari tujuan pemberian
kewenangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan kewenangan
dan penerapan diskresi pemerintahan dalam kebijakan pengadaan Chromebook harus dianalisis
berdasarkan parameter Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam praktiknya, terdapat
indikasi bahwa kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas
kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas tidak menyalahgunakan
wewenang. Oleh sebab itu, pengujian terhadap tindakan pejabat pemerintahan dalam kebijakan
pengadaan Chromebook menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan diskresi

pemerintahan tetap berada dalam koridor negara hukum dan prinsip good governance.

Parameter Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Publik terhadap Dugaan
Penyalahgunaan Kewenangan dalam Kebijakan Pengadaan Chromebook Perspektif
Hukum Administrasi Negara

Pertanggungjawaban hukum pejabat publik dalam penyelenggaraan pemerintahan
merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum yang menempatkan seluruh tindakan

pemerintahan berada di bawah kontrol hukum. Dalam sistem hukum administrasi negara,
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penggunaan kewenangan oleh pejabat publik tidak hanya harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, tetapi juga wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh sebab itu, ketika muncul dugaan
penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengadaan Chromebook di Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka penting untuk menilai parameter
pertanggungjawaban hukum pejabat publik berdasarkan perspektif hukum administrasi negara.
Secara teoritis, pertanggungjawaban pejabat pemerintahan berkaitan erat dengan konsep
kewenangan dalam hukum administrasi negara. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek
menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan merupakan kemampuan hukum publik yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk melakukan
tindakan hukum publik tertentu (Stroink & Steenbeek, 1985). Karena kewenangan bersumber
dari hukum, maka setiap penggunaan kewenangan juga harus dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini,
pertanggungjawaban hukum pejabat publik tidak hanya bersifat moral dan politik, tetapi juga
administratif dan yuridis.

Dalam hukum administrasi negara Indonesia, pertanggungjawaban pejabat publik diatur
melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 20
undang-undang tersebut menyebutkan bahwa apabila terdapat dugaan penyalahgunaan
wewenang oleh pejabat pemerintahan, maka pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sebelum suatu tindakan
pejabat publik dikualifikasikan sebagai tindak pidana, terlebih dahulu harus diuji dari
perspektif administrasi pemerintahan. Hal ini penting karena tidak seluruh kesalahan kebijakan
pemerintahan dapat langsung dipandang sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Dian Puji
Nugraha Simatupang, hukum administrasi negara pada dasarnya membedakan antara
kesalahan administratif dan tindak pidana jabatan. Kesalahan administratif terjadi apabila
terdapat pelanggaran prosedur, penyimpangan kewenangan, atau maladministrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan tindak pidana jabatan mensyaratkan adanya unsur
penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara melawan hukum untuk menguntungkan
diri sendiri atau pihak lain (Simatupang, 2019). Oleh sebab itu, parameter pertanggungjawaban
hukum pejabat publik harus dilihat secara proporsional agar tidak menimbulkan kriminalisasi
kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan pengadaan Chromebook, parameter pertama yang
perlu dianalisis ialah aspek legalitas penggunaan kewenangan. Prinsip legalitas menghendaki
agar setiap tindakan pejabat pemerintahan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah

menurut hukum. Utrecht menjelaskan bahwa tindakan pemerintahan yang tidak memiliki dasar
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kewenangan atau dilakukan melampaui batas kewenangan dapat dikategorikan sebagai
tindakan melawan hukum oleh penguasa (Utrecht, 1988). Oleh karena itu, pengadaan
Chromebook harus dianalisis apakah kebijakan tersebut dilakukan sesuai kewenangan atributif
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau justru melampaui batas
kewenangan administratif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Parameter kedua berkaitan dengan tujuan penggunaan kewenangan. Dalam hukum
administrasi negara, suatu tindakan pemerintahan dapat dianggap menyalahgunakan
wewenang apabila kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai tujuan pemberian kewenangan
atau digunakan demi kepentingan tertentu di luar kepentingan umum. Konsep ini dikenal
sebagai detournement de pouvoir atau penyimpangan tujuan kewenangan. Bagir Manan
menjelaskan bahwa setiap kewenangan pemerintahan pada dasarnya diberikan untuk mencapai
tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum sehingga penggunaan kewenangan untuk
tujuan lain merupakan bentuk penyimpangan administrasi negara (Manan, 2004). Dalam kasus
pengadaan Chromebook, muncul dugaan bahwa penentuan spesifikasi teknis tertentu
dilakukan dengan mengarahkan penggunaan sistem operasi tertentu secara eksklusif. Apabila
tindakan tersebut dilakukan bukan demi efektivitas pendidikan nasional, melainkan demi
kepentingan tertentu, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan
tujuan kewenangan. Oleh sebab itu, pengujian terhadap tujuan penggunaan kewenangan
menjadi parameter penting dalam menentukan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan
oleh pejabat publik. Parameter ketiga berkaitan dengan kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus
didasarkan pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan,
keterbukaan, kepentingan umum, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Oleh sebab itu,
setiap tindakan pejabat publik harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip
tersebut.

Menurut Paulus Effendi Lotulung, AUPB berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai
legalitas tindakan pemerintahan sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap
masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara (Lotulung, 1994).
Dalam konteks pengadaan Chromebook, dugaan minimnya transparansi, ketidakcermatan
dalam mempertimbangkan kondisi infrastruktur digital daerah, serta dugaan pengondisian
spesifikasi teknis dapat dipandang sebagai indikator pelanggaran terhadap AUPB. Oleh karena
itu, parameter AUPB menjadi instrumen penting dalam menentukan bentuk

pertanggungjawaban administratif pejabat publik. Parameter keempat berkaitan dengan unsur
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maladministrasi dalam tindakan pemerintahan. Ombudsman Republik Indonesia
mendefinisikan maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui
wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, atau mengabaikan kewajiban hukum
dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian masyarakat. Dalam
perspektif hukum administrasi negara, maladministrasi tidak selalu identik dengan tindak
pidana korupsi, tetapi dapat menjadi indikator awal adanya penyalahgunaan kewenangan oleh
pejabat pemerintahan. Menurut Jazim Hamidi, tindakan maladministrasi dapat berkembang
menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan apabila dilakukan secara sistematis dan
bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Hamidi, 2011). Oleh
sebab itu, apabila kebijakan pengadaan Chromebook terbukti dilakukan tanpa kajian yang
memadai, tidak transparan, dan mengabaikan efektivitas penggunaan barang, maka tindakan
tersebut dapat dipandang sebagai bentuk maladministrasi administratif yang menimbulkan
pertanggungjawaban hukum pejabat publik.

Selain pertanggungjawaban administratif, pejabat publik juga dapat dimintai
pertanggungjawaban pribadi apabila terdapat unsur kesalahan pribadi dalam penggunaan
kewenangan. Dalam hukum administrasi negara dikenal adanya perbedaan antara tanggung
jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkaitan dengan tindakan
yang dilakukan dalam kapasitas institusional pemerintahan, sedangkan tanggung jawab pribadi
berkaitan dengan adanya unsur penyalahgunaan wewenang, itikad buruk, atau tindakan
melawan hukum yang dilakukan pejabat secara individual. Kranenburg dan Vegtig
menjelaskan bahwa pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila
tindakan yang dilakukan tidak lagi berada dalam ruang lingkup kepentingan jabatan, tetapi
telah bergeser menjadi tindakan pribadi yang merugikan negara atau masyarakat (Kranenburg
& Vegtig, 1987). Dalam konteks kasus pengadaan Chromebook, parameter ini menjadi penting
untuk menentukan apakah kebijakan tersebut hanya merupakan bentuk kesalahan administratif
atau telah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan tanggung jawab
pribadi pejabat publik. Lebih lanjut, dalam perspektif hukum administrasi negara modern,
pertanggungjawaban pejabat publik juga harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas.
Prinsip proporsionalitas menghendaki agar penegakan hukum terhadap pejabat pemerintahan
dilakukan secara seimbang antara perlindungan terhadap kepentingan negara dan perlindungan
terhadap kebebasan pejabat dalam mengambil kebijakan publik. Menurut Bernard Schwartz,
pejabat pemerintahan dalam negara modern membutuhkan ruang kebebasan tertentu untuk
mengambil kebijakan strategis, tetapi kebebasan tersebut tetap harus berada dalam pengawasan

hukum agar tidak berkembang menjadi abuse of power (Schwartz, 1991).
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Dalam kasus pengadaan Chromebook, penting untuk membedakan antara kebijakan yang
tidak efektif dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sengaja.
Tidak setiap kebijakan yang gagal atau menimbulkan kerugian negara secara otomatis dapat
dipidana, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan adanya unsur penyimpangan
kewenangan, tujuan yang melawan hukum, atau tindakan yang bertentangan dengan AUPB.
Pendekatan tersebut penting agar penegakan hukum terhadap pejabat publik tetap menjaga
keseimbangan antara akuntabilitas pemerintahan dan perlindungan terhadap diskresi
administratif dalam negara hukum demokratis. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami
bahwa parameter pertanggungjawaban hukum pejabat publik terhadap dugaan penyalahgunaan
kewenangan dalam kebijakan pengadaan Chromebook meliputi legalitas kewenangan, tujuan
penggunaan kewenangan, kepatuhan terhadap AUPB, adanya unsur maladministrasi, dan
keberadaan unsur kesalahan pribadi pejabat pemerintahan. Sehingga, pengujian terhadap
tindakan pejabat publik dalam kasus pengadaan Chromebook tidak dapat semata-mata
dilakukan melalui pendekatan hukum pidana, tetapi juga harus dianalisis secara komprehensif
melalui perspektif hukum administrasi negara guna menentukan bentuk pertanggungjawaban
hukum yang tepat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai diskresi pemerintahan dan
penyalahgunaan kewenangan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, prinsip negara hukum, dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB). Diskresi merupakan instrumen administratif yang dapat
digunakan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret, namun pelaksanaannya
tetap harus berlandaskan prinsip legalitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan
akuntabilitas. Dalam kasus pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek, terdapat indikasi
permasalahan penggunaan kewenangan yang berpotensi melanggar AUPB, terutama terkait
kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan larangan penyalahgunaan
wewenang. Oleh karena itu, diskresi tidak dapat dipahami sebagai kebebasan absolut,
melainkan harus diarahkan pada perlindungan kepentingan masyarakat dan prinsip good
governance. Pertanggungjawaban pejabat publik atas dugaan penyalahgunaan kewenangan
juga harus dinilai tidak hanya dari perspektif hukum pidana, tetapi juga hukum administrasi
negara dengan memperhatikan legalitas kewenangan, tujuan penggunaan kewenangan,

kepatuhan terhadap AUPB, unsur maladministrasi, dan kesalahan pribadi pejabat, sehingga
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dapat dibedakan antara kesalahan kebijakan, kesalahan administratif, dan penyalahgunaan
kewenangan.

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan diskresi, khususnya
dalam kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pengadaan
barang/jasa pemerintah, melalui optimalisasi peran APIP dan lembaga pengawas lainnya.
Penerapan AUPB harus ditingkatkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan, terutama
terkait transparansi, kecermatan, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Selain itu, aparat
penegak hukum perlu menerapkan pendekatan hukum administrasi negara secara proporsional
dalam menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan agar tidak terjadi kriminalisasi kebijakan.
Harmonisasi regulasi mengenai diskresi, pengadaan barang/jasa pemerintah, dan
pertanggungjawaban pejabat publik juga diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum dan
tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
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